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Pengarusutamaan

ABSTRAK: -

Gender Dalam Pembangunan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan,
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan
kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam
memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat
pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan
gender; Perda No.22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.22 Tahun 2016
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11
Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; Perda NO.2 Tahun 2016; PerdaNo.22 Tahun
2016.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bupati
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan PUG; (2)
Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh Wakil Bupati. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUB di seluruh perangkat
daerah dibentuk (Pokja) PUG Kabupaten; (2) di hapus; (3) Bupati menetapkan
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
Daerah sebagai Ketua (Pokja) PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat (Pokja)
PUG; (4) Pembentukan (Pokja) PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada
setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan; (2) Pelaksanaan
evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga Masyarakat; (3) Hasil evaluasi Pelaksanaan PUG menjadi bahan
masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
Pemerintah Daerah memfasilitas dan/atau membentuk Forum Peduli Gender di
Daerah sebagai Lembaga layanan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam
upaya percepatan pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah. Bupati
berwenang melakukan pembinaan terhadap PUG di Kabupaten. Pasal 23 dihapus.



Peraturan pelaksana dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
- Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.



